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BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR : 188.45/Kep. 166 -Bapenda /2022

TENTANG

PENETAPAN STIMULUS PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Menimbang

Mengingat

PERDESAAN PERKOTAAN TAHUN PAJAK 2022

BUPATI BANDUNG BARAT,

. bahwa dalam upaya pemulihan perekonomian akibat

dari pandemi Coronavirus Disease 2019 yang
berdampak pada ketaatan Wajib Pajak dalam
pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
Perkotaan, perlu menetapkan Stimulus Pengurangan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Tahun
Pajak 2022;

. bahwa penetapan Stimulus Pengurangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Bupati;

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Perpajakan (Lembaran Negara Tahun
1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang

Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4688);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4
Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun
2010 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 22
Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 22);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9
Seri D, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung
Barat, Provinsi Jawa Barat : 9/283/2016, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung
Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun
2020 Nomor 8 Seri D, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten
Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat : 8/235/2020,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat
Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3
Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat
Tahun 2018 Nomor 8 Seri E, Noreg Peraturan Daerah
Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat :
3/126/2018, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Barat Nomor 1);

Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 41 Tahun 2018
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 Nomor 42 Seri E);

Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 19 Tahun 2019
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 Nomor 19 Seri B);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN :

Stimulus Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
Perkotaan Tahun Pajak 2022 dengan rincian sebagai berikut:

a.

b.

jalan protokol ditetapkan sebesar 20% (dua puluh
perseratus);

komplek perumahan ditetapkan sebesar 15% (lima belas
perseratus);

perkampungan ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus);

Badan Hukum ditetapkan sebesar 10% (sepuluh
perseratus).

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU adalah ketetapan PBB-P2 yang diterbitkan
akibat pendaftaran objek baru dan PBB-P2 yang mengalami
mutasi pecah atau gabung.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 28 Januari 2022

Plt. BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

HENGKI KURNIAWAN



